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Cegah Kerugian Negara, Pemerintah Punya EITI 

BY MUHAMAD BARI BAIHAQI JUMAT, 26/05/2017   

NERACA 
Jakarta - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstratif 
(EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat guna menegakkan transparansi serta 
mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba. "Penerbitan laporan EITI, 
diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh 
perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata Sekretaris Menko 
Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran laporan EITI di Jakarta, 
Rabu (24/5). 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan 
dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba. Penyusunan laporan ini juga 
mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola industri ekstraktif yang bisa 
mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan. 

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di 
industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam agar bisa dimanfaatkan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Transparansi penerimaan negara dari sektor industri 
ekstraktif penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya. 

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia untuk 
mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari perusahaan 
(beneficial ownership) mulai 2020. Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, 
domisili dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-
perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraktif. 

"Kami mengharapkan transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan sehingga mencegah 
hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli terselubung," 
tambah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup, Kemenko Perekonomian Montty Girianna. 

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan agar 
transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di Indonesia. 
Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-2014 
dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance" (patuh) sejak 
2014. 

Standar internasional EITI tersebut telah diterapkan di 51 negara yang memiliki kekayaan alam 
berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. Dalam upaya pencegahan hilangnya 
pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 
10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data dari laporan EITI ini 
juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. 

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk 
mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini. Portal data ini berisi 
informasi kontekstual, penerimaan negara serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya 
kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai kepentingan. 

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara 
yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya 
ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian, 
pelaku usaha bisa semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah dikelola dengan baik 
oleh pemerintah dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
dari industri ekstraktif. (1) 
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ñTransparansi Harus Jadi Prioritasò  

Katadata, Jum'at 26/5/2017, 10.58 WIB  

Tujuh tahun pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), pengelolaan 

sumber daya alam Indonesia masih dianggap belum terbuka. Masih banyak pelaku industri 

dan lembaga pemerintah yang enggan melaporkan aktivitas mereka. Akibatnya, sejumlah 

kasus korupsi, baik di daerah maupun pusat, terkait pengelolaan sektor tambang kerap terjadi 

dan terungkap. 

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi salah satu inisiator EITI 

Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai lambannya progres inisiatif keterbukaan 

tersebut karena rendahnya komitmen pemerintah. Ia menganggap pemerintah justru tidak 

mentaati berbagai standar EITI. ñKalau memang tidak mau, perpresnya dicabut saja 

sekalian,ò ujar Erry. 

Peraturan Presiden No. 26/2010 yang menjadi landasan implementasi EITI di Indonesia 

seharusnya mendorong seluruh lembaga negara yang terkait untuk menerapkan standar-

standar EITI. Erry menegaskan, transparansi merupakan kunci membangun industri. Dengan 

mengimplementasi EITI, komitmen pemerintah sudah terbentuk. ñBagus jika tanggung jawab 

mendorong transparansi dipindah dari Kemenko Perekonomian ke KPK,ò ujarnya, saat 

ditemui Katadata di Jakarta, awal April lalu. 

Apa yang membuat Anda ikut mendorong implementasi EITI di Indonesia? 

Transparansi merupakan jawaban atas ketertutupan dan kecurigaan terhadap pengelolaan 

sumber daya alam. Inisiatif keterbukaan ini bertujuan menghindari prasangka mengenai, 

misalnya, berapa royalti yang dibayarkan, berapa pajak yang disetorkan, berapa jumlah PBB 

(Pajak Bumi dan Bangunan), berapa dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan dipakai 

untuk apa saja. 

Apakah kecurigaan yang muncul ini dari publik saja? 

Tidak terbukanya sektor pertambangan menimbulkan kecurigaan antara berbagai pemangku 

kepentingan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mencurigai perusahaan tambang. 

Perusahaan tambang mencurigai adanya orang tertentu yang mengendalikan LSM. Kemudian 

pemerintah juga mencurigai perusahaan.  

Skema inisiatif EITI dapat mengikis kecurigaan tersebut? 

Semangatnya begitu. Kerjasama antara pemangku kepentingan penting untuk mewujudkan 

keterbukaan informasi di sektor pertambangan, termasuk migas dan minerba. Contohnya, 

perusahaan A sudah membayar royalti Rp 1 juta pada 2006, Kementerian Keuangan bertugas 

mengecek, selanjutnya ada proses rekonsiliasi untuk memastikan bahwa jumlah yang 

dikeluarkan perusahaan dan diterima pemerintah sama.  

Apakah transparansi ini juga merupakan upaya pemberantasan korupsi? 

http://katadata.co.id/berita/2017/05/26/transparansi-harus-jadi-prioritas
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Tindakan korupsi, khususnya di minerba, banyak terjadi ketika proses penerbitan izin kuasa 

pertambangan. Saat itu sangat mungkin lisensi diperjualbelikan. Sedangkan transparansi lebih 

pada menghilangkan kecurigaan pasca perusahaan tambang beroperasi.  

Bagaimana jual beli izin itu terjadi?  

Saat akan membuka tambang, pengusaha harus mendapat izin dari bupati setempat. Biasanya 

ini marak menjelang pemilihan kepala daerah. Jadi kepala daerah akan meminta bayaran atas 

lisensi yang diterbitkan. Uang itu kemudian digunakan untuk membiayai kampanye.  

Lalu, apa dampak transparansi bagi industri dan iklim investasi? 

Investor akan datang bila mereka melihat suasana yang transparan. Transparan ini termasuk 

kejelasan dalam pemberian izin, dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pemerintah. 

Kejelasan-kejelasan itu diungkap secara transparan melalui ikutnya Indonesia dalam program 

EITI. Jadi komitmen untuk transparan sudah terbentuk. 

Dan bagaimana Anda melihat pelaksanaan komitmen tersebut? 

Sebenarnya sudah ada peraturan presiden yang mengatur, hanya saya sanksinya tidak ada. 

Pada zaman Sri Mulyani hingga Hatta Rajasa menjadi Menko Perekonomian, proses 

transparansi masih berjalan. Namun mulai mundur ketika ada pergantian pemerintahan 

(2014-red). Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini dianggap bukan prioritas.  

Anda menilai pemerintah tidak serius melaksanakan komitmen EITI? 

Dalam dua sampai tiga tahun terakhir bisa dibilang begitu. Begini, kita berangkat dari 

peraturan presiden yang masih berlaku saja. Kalau kalangan pemerintah sendiri tidak 

menaati, bagaimana kita mau menyuruh pelaku usaha? Kalau memang tidak mau, perpresnya 

dicabut saja sekalian. Kita dulu menciptakan perpres itu tidak asal-asalan, tapi dengan 

pertimbangan yang melewati proses diskusi panjang dan melibatkan berbagai pihak.  

Apakah kendurnya komitmen pemerintah karena anjloknya harga (baru bara dan 

minyak) dalam tiga tahun terakhir?  

Betul, itu juga faktor lain yang membuat pemerintah dan pengusaha tidak semangat. Tapi 

sebenarnya bukan halangan. Walaupun harga turun, royalti tetap harus dibayarkan. Pajak 

tetap harus disetor walaupun perusahaan rugi. Jadi, sebenarnya harga komoditas tidak 

menghilangkan kepentingan transparansi.  

Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali mendorong inisiatif 

transparansi tersebut? 

Harus ada penyadaran melalui sosialisasi, terutama di jajaran menteri koordinator dulu. Dari 

situlah sosialisasi akan berlanjut ke daerah, yaitu ke bupati dan gubernur. Banyak kepala 

daerah yang menganggap transparansi bukan prioritas, bahkan dirasa sebagai gangguan 

karena menghalangi kesenangan mereka melakukan pelanggaran.  
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Apakah perlu pelibatan lembaga negara yang memiliki otoritas penegakan hukum? 

Hal yang bagus jika tanggung jawab mendorong transparansi dipindah dari Kemenko 

Perekonomian ke KPK. Tapi sebenarnya KPK juga sudah memberi perhatian ke sektor migas 

dan minerba. 
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Laporan EITI Cegah Kerugian Negara dari Sektor Migas-

Minerba 

24/ Mei 2017 

11:35 WIB 

Oleh : Dewi Aminatuz Zuhriyah 

Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas 

dan minerba, Pemerintah Indonesia meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi 

dalam Industri Ekstraktif atau EITI. 

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua 

sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. 

ñDengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan 

negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan 

pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan 

meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,ò kata Sekretaris Menko Lukita D. 

Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini, sebagaimana keterangan resmi yang diterima 

Rabu (24/5/2017). 

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 ayat dua yang menegaskan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut. 

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara 

dengan status compliance (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara 

pertama yang memperoleh status tersebut. 

Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas 

dan minerba di seluruh dunia. 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. 

Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan 

identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership 

(BO). 

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan 

diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. 

Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau 

sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. 

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 

1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers. 

ñKami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat 

mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli 

terselubung,ò kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian Monty Girianna. 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam 

pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (PPK). 

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan 

negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan 
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kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi 

PPK. 

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses 

dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. 

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri 

ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara. 

ñPortal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi 

mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,ò kata 

Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. 
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Peluncuran Laporan EITI Tahun Ke-4 
Sony Andes 

25 Mei 2017  

Jakarta, Petrominer ð Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi 

dalam Industri Ekstraktif (EITI). Laporan ini dibuat sebagai upaya menegakkan prinsip 

transparansi pada sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba). 

Peluncuran laporan ke-empat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua 

sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. Rabu (24/5). 

ñPenerbitan Laporan EITI ini diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara 

yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. 

Laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan 

kepercayaan para pemangku kepentingan,ò kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo, yang 

membuka acara peluncuran laporan tersebut. 

Menurut Lukita, pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang 

menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi 

berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut. 

Indonesia menjadi negara dengan status compliance (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi 

negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI 

telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh 

dunia. 

Laporan tahunan EITI ini berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru 

dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas 

kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO). 

Pemerintah telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil mulai 

tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, 

domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-

perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah 

terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers. 

 

 

 

https://petrominer.com/author/sonny/
http://m.metrotvnews.com/topic/119
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Laporan EITI Meluncur Demi Cegah 

Kerugian Negara di Sektor Migas-Minerba 
Suci Sedya Utami - 24 Mei 2017 11:56 wib  

 

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro) 

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi 

dalam industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor 

migas dan minerba. 

 

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua 

sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu 24 

Mei 2017.  

Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam sambutannya mengatakan, 
dengan penerbitan laporan EITI diharapkan dapat mendukung transparasi penerimaan 
negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan 
pajak. 
 
"Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan 
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingŀƴΣέ ƪŀǘŀ [ǳƪƛǘŀΦ 
 
Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa 
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar 
internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut. 
 
Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara 
dengan status compliance (patuh) sejak 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama 
yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara 
yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. 
 
Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

http://m.metrotvnews.com/topic/119
http://m.metrotvnews.com/topic/119
http://m.metrotvnews.com/topic/119
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perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan 
baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas 
kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO). 
 
Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan 
diambil Pemerintah mulai 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus 
dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang 
mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. 
 
Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 
1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers. 
 
"Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga 
dapat  mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan 
monopoli terselubung," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna. 
 
Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan 
dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi (PPK). 
 
Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan 
negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan 
kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi 
PPK. 
 
Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah 
akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi 
kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya 
kepada negara. 
 
"Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data 
ekonomi mikro dan makrosekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan," 
tambah Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. 
(AHL) (5) 
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Laporan EITI, Pendapatan Negara Ini Perlu 

Dibuka dan Dipublikasi Secara Transparan  

Posted on 29 Mei 2017, 23:15 by redaksi in NASIONAL  (Surat Kabar Sinar Keadilan) 

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi diterbitkannya Laporan 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan 

(Roadmap) Transparansi pengendali (pemilik sesungguhnya) perusahaan (Beneficial 

Ownership- BO) serta Portal Keterbukaan Industi Ekstraktif di Indonesia oleh Kemenko 

Perekonomian. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dan atas 

partisipasi multi-pemangku kepentingan baik dari kalangan industri dan masyarakat sipil 

untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang 

akuntabel di Indonesia. 

 Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah mengatakan, sesuai standar EITI, seluruh 

negara anggota EITI wajib membuka dan mempublikasikan nilai pembayaran-pembayaran, 

baik itu pajak, non-pajak maupun dividen, yang direkonsiliasi secara independen. 

 EITI mewajibkan pembukaan data dan informasi dari pihak pemerintah maupun pelaku 

industri, baik multi-national company (MNC) maupun BUMN dimana industri tersebut 

beroperasi. Di Indonesia, sektor industri ekstraktif yang diwajibkan oleh EITI meliputi sektor 

migas, mineral seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit, serta sektor batubara. 

 ñTerbitnya Laporan EITI sekaligus membuktikan komitmen Indonesia dalam mendorong 

transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor industri ekstraktif,ò katanya dalam siaran 

persnya. Maryati menerangkan, standar EITI terbaru juga mewajibkan pembukaan data per 1 

Januari 2020. 

 Sebelum menuju ke sana, per 1 Januari 2017 negara-negara anggota EITI diwajibkan untuk 

membuat Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership yang terdiri atas beberapa langkah-

langkah kebijakan dan penyiapan menuju keterbukaan Beneficial Ownership di sektor 

industri ekstraktif. 

 ñNantinya, keterbukaan tersebut akan meliputi nama, kebangsaan, dan negara asal dari 

pemilik manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan di industri tambang 

dan migas,ò terang Maryati. 

 PWYP Indonesia mengingatkan agar pelaksanaan roadmap transparansi Beneficial 

Ownership harus sejalan dengan semangat reformasi perbaikan tata kelola di sektor 

ekstraktif. 

 ñRoadmap ini tidak boleh hanya sekedar menambah tumpukan dokumen tanpa ada langkah-

langkah nyata. Pemerintah harus benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan seluruh 

tahapan menuju Transparansi Beneficial Ownership,ò ujarnya. 

 Ketiadaan informasi Beneficial Ownership dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi 

dan pendapatan negara, terutama akibat penghindaran pajak (tax avoidance). Studi PWYP 

Indonesia pada 2016 mengungkapkan penyebab utama terjadinya tax avoidance yaitu data 

http://sinarkeadilan.com/author/redaksisk/
http://sinarkeadilan.com/category/nasional/
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wajib pajak orang pribadi/perusahaan yang lemah atau tidak valid dan kurang update. Praktik 

penghindaran 

pajak berganda (Double Tax Avoidance, DTA) juga terjadi karena dipicu informasi tidak 

valid. Manajer Advokasi PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, yang juga menjadi perwakilan 

masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI berharap bahwa hasil temuan dan rekomendasi EITI 

dapat ditindaklanjuti oleh berbagai instansi dan pihak terkait demi perbaikan tata kelola 

Industri ekstraktif yang lebih luas. 

 ñTermasuk masih adanya ketidak-patuhan perusahaan yang sulit diidentifikasi, hal tersebut 

merupakan efek dari proses pemberian ijin pertambangan yang tidak sesuai persyaratan dan 

serta tidak akuntabel,ò katanya. 

 Dia menyebutkan, pengungkapan informasi Beneficial Ownership memudahkan aparat 

penegak hukum untuk pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan 

pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta memaksimalkan 

pemulihan aset (asset recovery) dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang. 

 ñKeterbukaan Beneficial Ownership juga memudahkan pemerintah untuk melakukan 

penagihan piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas perusahaan-perusahaan 

migas dan tambang yang belum memenuhi kewajibannya,ò sebut Aryanto. Di sektor minerba 

misalnya, terhambatnya penyelesaian piutang PNBP dari ribuan pelaku usaha IUP sekitar 

Rp3,949 triliun, salah satunya disebabkan ketidakjelasan alamat pemegang IUP ataupun 

pemilik IUP. 

 Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Lukita Dinarsyah, mengatakan sejalan 

dengan pelaksanaan EITI, 

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi ï UNCAC (United Nations 

Convention Against Corruption) melalui UU No.7/2016. 

 ñSebagai tindak lanjutnya disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

(Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres 55/2012, dimana penjabaran Stranas tersebut 

melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), dimana penerbitan laporan 

sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang dilaksanakan oleh Kemenko 

Perekonomian RI,ò katanya.(JR) (6) 
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Pemerintah Luncurkan Laporan EITI Cegah 

Kerugian Negara 

Rabu, 24 Mei 2017 20:01 WIB 

Editor : Luki Junizar  

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif 

Transparansi dalam Industri Ekstratif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat 

guna menegakkan transparansi serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun 

minerba. 

"Penerbitan laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang 

dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata 

Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran 

laporan EITI di Jakarta, Rabu (24/5/2017). 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba. 

Penyusunan laporan ini juga mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola 

industri ekstraktif yang bisa mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan 

perbaikan kebijakan. 

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan 

di industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam agar bisa dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

"Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya. 

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia 

untuk mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari 

perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020. 

Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili dan kewarganegaraan 

orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 

bidang ekstraktif. 

"Kami mengharapkan transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan sehingga 

mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli 

terselubung," tambah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian Montty Girianna. 

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan 

agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di 

Indonesia. 
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Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-

2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance" 

(patuh) sejak 2014. 

Standar internasional EITI tersebut telah diterapkan di 51 negara yang memiliki kekayaan 

alam berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam 

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi. Data dari laporan EITI ini juga telah digunakan untuk perbaikan tata 

kelola pajak dan penerimaan negara. 

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk 

mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini. 

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara serta alur kerja industri 

ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai 

kepentingan. 

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara 

yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya 

ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah. 

Dengan demikian, pelaku usaha bisa semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah 

dikelola dengan baik oleh pemerintah dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara dari industri ekstraktif. 

sumber: antara (7) 
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Pemerintah Luncurkan Laporan EITI Cegah 

Kerugian Negara  
Rabu, 24 Mei 2017 | 18:54 WIB 

 
Lukita Dinarsyah Tuwo - [ist] 

Skalanews - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri 

Ekstratif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat, guna menegakkan 

transparansi, serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba. 

 

"Penerbitan laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang 

dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata 

Sekretaris Menko Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran 

laporan EITI di Jakarta, Rabu (24/5). 

 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual, atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba. 

 

Penyusunan laporan ini, juga mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola 

industri ekstraktif, yang bisa mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan 

perbaikan kebijakan. 

 

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan 

di industri ekstraktif, dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam, agar bisa dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

 

"Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting, untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya. 

 

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia, 

untuk mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari 

perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020. 

 

Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili, dan kewarganegaraan 

orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan, yang bergerak dalam 

bidang ekstraktif. 

 

"Kami mengharapkan, transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan. Sehingga 

mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli 
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terselubung," tambah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna. 

 

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan 

agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di 

Indonesia. 

 

Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-

2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance" 

(patuh) sejak 2014. 

 

Standar internasional EITI tersebut, telah diterapkan di 51 negara yang memiliki kekayaan 

alam berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. 

 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam 

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, tentang aksi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi.  

 

Data dari laporan EITI ini, juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan 

penerimaan negara. 

 

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif, untuk 

mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini. 

 

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri 

ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai 

kepentingan. 

 

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara 

yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya 

ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah. 

 

Dengan demikian, pelaku usaha bisa semakin, yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah 

dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara dari industri ekstraktif. (ant/tat) 
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Laporan EITI Untuk Strategi Pemberantasan 

Korupsi Industri Ekstraktif 

petroEnergy.id ς Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014 

tentang Peta Jalan(Roadmap) Transparansi pengendali (pemilik sesungguhnya) perusahaan 

Beneficial Ownership (BO)dianggap sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dan atas partisipasi 

multi-pemangku kepentingan. Dengan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang 

ŀƪǳƴǘŀōŜƭ Řƛ LƴŘƻƴŜǎƛŀ Ƴŀƪŀ ǎǘŀǘǳǎ ΨŎƻƳǇƭƛŀƴŎŜΩ LƴŘƻƴŜǎƛŀ ŘŀƭŀƳ ƪŜŀƴƎƎƻǘŀŀƴ ǎǘŀƴŘŀǊ Ǝƭƻōŀƭ 9L¢LΦ 

Sesuai standar EITI, seluruh negara anggota EITI wajib membuka dan mempublikasikan nilai 

pembayaran-pembayaran (pajak, non-pajak maupun dividen) yang direkonsiliasi secara independen, 

bagaimana aliran pembayaran terjadi, dana bagi hasil ke sub-nasional, serta informasi kontekstual 

lainnya seperti perdagangan (ekspor-impor), kontribusi ekonomi industri ekstraktif, sistem kontrak 

dan perijinan, informasi kadaster/peta, dana bagi hasil serta informasi lainnya seperti kepemilikan 

perusahaan yang sesungguhnya. Siapa yang wajib membuka data? EITI mewajibkan pembukaan data 

dan informasi dari pihak Pemerintah maupun pelaku industri, baik multi-national company (MNC) 

maupun BUMN dimana industri tersebut beroperasi. Di Indonesia, sektor industri ekstraktif yang 

diwajibkan oleh EITI meliputi sektor migas, mineral (nikel, tembaga,nemas, timah, dan bauksit), serta 

sektor batubara. Lukita Dinarsyah, Sekretaris Kemenko Perekonomian menyampaikan dalam 

pidatopembukaannya saat peluncuran laporan yang berlangsung di Graha Sawala-Kantor Kemenko 

Perekonomian pada Rabu 24 Mei нлмтΥ ά{ŜƧŀƭŀƴ ŘŜƴƎŀƴ ǇŜƭŀƪǎŀƴŀŀƴ 9L¢LΣ ǇŀŘŀ ǘŀƘǳƴ 

2006,Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi ς UNCAC (United Nations 

Convention Against Corruption) melalui UU No.7/20016. Sebagai tindak lanjutnya disusun Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan 

Perpres55/2012, dimana penjabaran Stranas tersebut melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (PPK), dimana penerbitan laporan sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang 

Řƛƭŀƪǎŀƴŀƪŀƴ ƻƭŜƘ YŜƳŜƴƪƻ tŜǊŜƪƻƴƻƳƛŀƴ wLέ aŀǊȅŀǘƛ !ōŘǳƭƭŀƘ-Koordinator Nasional PWYP 

Indonesia menyatakan terbitnya Laporan EITI sekaligus membuktikan komitmen Indonesia dalam 

mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor industri ekstraktifΦ άtŜƴȅǳǎǳƴŀƴ ǊƻŀŘ 

map pembukaan beneficial ownership selain melalui EITI, juga merupakan komitmen Indonesia 

melalui sejumlah kesepakataninternasional, diantaranya : Rekomendasi 24 dan 25 Financial Action 

Task Force (FATF); G20 High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency; The global 

ǎǘŀƴŘŀǊŘ ƻƴ !ǳǘƻƳŀǘƛŎ 9ȄŎƘŀƴƎŜ ƻŦ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ό!9hLύ ǘŜǊƪŀƛǘ .ŜƴŜŦƛŎƛŀƭ hǿƴŜǊǎƘƛǇέ ƛƳōǳƘ aŀǊȅŀǘƛ 

kepada petroenergy (28/5). Aryanto Nugroho, perwakilan masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI 

berharap hasil temuan dan rekomendasi EITI dapat ditindaklanjuti oleh berbagai Instansi dan Pihak 

terkait demi perbaikan tata kelola Industri Ekstraktif yang lebih luas, agar laporan tidak sekedar 

ƳŜƴƧŀŘƛ ƭŀǇƻǊŀƴ ǎŜƳŀǘŀΦ ά¢ŜǊƳŀǎǳƪ ƳŀǎƛƘ ŀŘŀƴȅŀ ƪŜǘƛŘŀƪ-patuhan perusahaan yang sulit 

diidentifikasi, hal tersebut merupakan efek dari proses pemberian ijin pertambangan yang tidak 

ǎŜǎǳŀƛ ǇŜǊǎȅŀǊŀǘŀƴ Řŀƴ ǎŜǊǘŀ ǘƛŘŀƪ ŀƪǳƴǘŀōŜƭέ !Ǌȅŀƴǘƻ ƳŜƴŀƳōŀƘƪŀƴΣ ǘŜǊƪŀƛǘ ǘǊŀƴǎǇŀǊŀƴǎƛΣ ǇŜǊƭǳ 

ditingkatkan secara lebih berkualitas lagi bagaimana level keterbukaan kontrak/ijin, dan juga 

informasi peta atau kadaster. Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership Indonesia Standar EITI 

terbaru juga mewajibkan pembukaan data per 1 Januari 2020. Sebelum menuju ke sana, per 1 

januari 2017 negara-negara anggota EITI diwajibkan untuk membuat Peta Jalan Transparansi 

Beneficial Ownership yang terdiri atas beberapa langkah-langkah kebijakan dan penyiapan menuju 
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keterbukaan Beneficial Ownership di sektor Industri Ekstraktif. Nantinya, keterbukaan tersebut akan 

meliputi nama, kebangsaan, dan negara asal dari pemilik manfaat/pengendali sesungguhnya dari 

perusahaan-perusahaan di industri tambang dan migas. Roadmap Transparansi Beneficial Ownership 

Indonesia menyebutkan 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan menuju 1 Januari 2020, yaitu Tahap 

pertama, (2017)Mendefinisikan Beneficial Ownership dalam Konteks Indonesia yang akan 

menghasilkan definisi, indikator, konsep tailormade dari keterlibatan pebisnis dalam kegiatan politik 

(Politically Exposed Person-PEP) dan kewajibannya, tingkat informasi yang akan diungkap, dan 

kerangka umum desain transparansinya (database, jaminan data, pengumpulan data, ketepatan 

waktu). Tahap kedua membangun dan mengembangkan kelembagaan serta kerangka legal 

Beneficial Ownership menghasilkan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung 

transparasi Beneficial Ownership; dan Tahap Ketiga (2019 Implementasi transparansi Beneficial 

Ownership termasuk mekanisme monitoring serta pemberian insentif dan dis-insentif atas 

pelaksanaan Beneficial Ownership. Maryati menegaskan pelaksanaan roadmap transparansi 

Beneficial Ownership harus sejalan dengan semangat reformasi perbaikan tata kelola di sektor 

ŜƪǎǘǊŀƪǘƛŦΦ άwƻŀŘƳŀǇ ƛƴƛ ǘƛŘŀƪ ōƻƭŜƘ Ƙŀƴȅŀ ǎŜƪŜŘŀǊ ƳŜƴŀƳōŀƘ ǘǳƳǇǳƪŀƴ ŘƻƪǳƳŜƴ ǘŀƴǇŀ ŀŘŀ 

langkah-langkah nyata. Pemerintah harus benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan seluruh 

tahapan menuju Transparansi Beneficial Ownership. Termasuk bagaimana mengkoordinasikan 

seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank 

Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat implementasi serta menghilangkan 

hambatan menuju transparansi Beneficial Ownership.(adi) 
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Sambutan Sekretaris Menko Perekonomian 

pada Peluncuran Laporan EITI  
Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan kinerja sektor industri ekstraktif.  

 

Arief Kamaludin|KATADATA  

Rabu 24/5/2017, 16.52 WIB  

Jeany Hartriani  

Laporan pertama EITI Indonesia yang terbit pada tahun 2013 serta Laporan kedua yang terbit 

pada tahun 2014, disusun dengan mengacu kepada EITI Rules yang isinya hanya mencakup 

aspek rekonsiliasi data-data penerimaan negara dan penerimaan daerah dari industri 

ekstraktif. Laporan ketiga EITI Indonesia yang terbit pada bulan November 2015 sudah 

mengacu pada EITI Standard 2013 yang isinya mencakup informasi kontekstual tata kelola 

(governance) dan rekonsiliasi data-data penerimaan negara dan penerimaan daerah dari 

industri ekstraktif. 

Laporan  keempat EITI Indonesia Tahun Kalender 2014 ini disusun dengan mengacu pada 

EITI Standard terbaru Tahun 2016. Substansi laporan sama dengan Laporan ketiga EITI 

Indonesia, namun informasi kontekstual Industri Ekstraktif diperkaya dengan informasi 

mengenai beneficial ownership (kepemilikan/pengendali sesungguhnya) dari perusahaan 

tersebut. 

EITI adalah  standar global untuk peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan (good 

governance) pengelolaan sumber daya ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan 

batubara), yang diharapkan sekaligus sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor industri 

ekstraktif. EITI Standard telah memasuki versi kelima sejak Prinsip EITI disepakati oleh 

negara-negara anggota EITI pada tahun 2013. Prinsip-prinsip EITI menyatakan bahwa 

http://katadata.co.id/berita/2017/05/24/sambutan-sesmenko-perekonomian-pada-peluncuran-laporan-eiti
http://katadata.co.id/berita/2017/05/24/sambutan-sesmenko-perekonomian-pada-peluncuran-laporan-eiti
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kekayaan dari sumber daya ekstraktif dari suatu negara harus dimanfaatkan bagi seluruh 

warganya, dan bahwa hal ini memerlukan standar dan akuntabilitas yang tinggi.  

Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif  penting untuk meningkatkan 

akuntabilitas dan kinerja sektor industri ekstraktif. Di banyak negara kaya sumber daya 

ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan (beneficial ownership) berkontribusi pada korupsi, 

pencucian uang dan penggelapan pajak. Namun, sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi 

yang tersedia untuk publik mengenai beneficial ownership dari perusahaan industri ekstraktif. 

Sebelum  adanya dokumen Panama Papers pada April 2016 yang berisi informasi rinci 

mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan 

direkturnya, EITI Standard 2016 telah memperkenalkan aspek baru dan membuat terobosan 

mengenai kewajiban untuk mengungkapkan beneficial ownership  dari perusahaan industri 

ekstraktif terhitung mulai tahun 2020. 

Sebagai langkah awal, 51 negara anggota EITI mempublikasikan beneficial ownership 

roadmap paling lambat 1 Januari 2017 yang menguraikan mengenai rencana kegiatan dan 

persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban tersebut pada tahun 

2020. Indonesia telah menyusun Beneficial Ownership Roadmap  EITI Indonesia dan sudah 

menyampaikannya kepada Sekretariat EITI Internasional pada tanggal 30 Desember 2016. 

Selanjutnya, selama tiga tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2019, Indonesia harus 

menyiapkan berbagai kegiatan sehingga transparansi beneficial ownership industri ekstraktif 

dapat dilaksanakan di Indonesia.   

Sejalan dengan pelaksanaan EITI, pada tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi konvensi 

PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) melalui UU 

No.7 Tahun 2006. Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No.55 Tahun 

2012.  Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan Aksi PPK 

melalui Inpres untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda. Dalam kaitan Stranas PPK ini, 

penerbitan Laporan Tahunan EITI Indonesia adalah salah satu Aksi PPK yang dilaksanakan 

oleh Kantor Kemenko Bidang Perekonomian dan diharapkan dapat mendukung upaya 

pencegahan korupsi di sektor industri ekstraktif. 

Penyusunan Laporan EITI dan penerbitan laporan setiap tahun bukanlah tujuan utama dari 

EITI itu sendiri. Hal yang mendasar dari tujuan penyusunan Laporan EITI ini antara lain 

adalah mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan-

perusahaan industri ekstraktif, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya 

ketidaksinkronan antara pembayaran pajak-pajak dan pembayaran lainnya oleh perusahaan 

dengan penerimaannya oleh pemerintah.  Hal ini selanjutnya diharapkan dapat 

mencegah  terjadinya korupsi yang merupakan salah satu faktor penghambat dunia usaha, 

sekaligus dapat meningkatkan iklim investasi di industri ekstraktif. 

Penyusunan Laporan EITI yang juga mendiskusikan isu-isu yang terkait transparansi tata 

kelola industri ekstraktif diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya diskusi publik 

khususnya dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan. Hal ini sejalan dengan apa yang saat 

ini dilakukan oleh Pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian dalam penerbitan Paket-Paket Kebijakan Ekonomi. 
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Yang juga sangat penting dengan penerbitan Laporan EITI adalah kepercayaan (trust) dari 

stakeholder akan tata kelola sektor industri ekstraktif, baik dari sisi pelaku usaha yang 

semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak-pajak dan pembayaran lainnya telah dikelola 

dengan baik oleh pemerintah, demikian juga dari sisi pemerintah dapat lebih meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya yang berasal dari industri ekstraktif. 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap laporan EITI, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian juga telah mengembangkan Portal Data Industri Ekstraktif dan menyelesaikan 

Roadmap Beneficial Ownership. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Laporan EITI.  

Portal data yang berisi data-data dan informasi bersumber dari Laporan EITI dan beberapa 

sumber lain tersebut berisi informasi kontekstual, informasi penerimaan negara, serta alur 

kerja industri ekstraktif hingga memberikan kontribusi kepada negara. Dengan portal 

tersebut, publik akan dimudahkan untuk mengakses informasi industri eksktraktif, sekaligus 

melakukan analisis data bagi berbagai keperluan, khususnya bagi perbaikan kebijakan dan 

tata kelola industri ekstraktif. 

Penyelesaian Roadmap Beneficial Ownership juga merupakan satu langkah maju dalam 

rangka membuka informasi tentang penerima manfaat dari industri ekstraktif.  Hal ini akan 

terus dilanjutkan dengan berbagai kegiatan untuk membangun sistim yang terintegrasi 

sehingga informasi tentang penerima manfaat (beneficial owner) dapat diketahui oleh publik 

yang diharapkan akan dapat membantu perbaikan kinerja industri ekstraktif di Indonesia. 

Jeany Hartriani (10) 
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Perusahaan Migas dan Tambang yang 

Transparan Akan Dapat Insentif  
"Jadi ada semacam reward bagi perusahaan yang sukarela gabung dengan EITI ini. Bisa berupa 

kemudahan usaha untuk eksplorasi tempat baru"  

Tambang KATADATA  

Rabu 24/5/2017, 15.21 WIB  

Miftah Ardhian  

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis laporan tahunan inisiatif transparansi 

di industri ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI). Laporan ini 

menunjukkan masih banyak perusahaan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan 

pertambangan yang masih belum trasnparan dalam kegiatan usahanya. Untuk meningkatkan 

kesadaran, pemerintah berencana memberikan insentif. 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita D. Tuwo mengatakan ini 

merupakan laporan tahunan EITI yang keempat, yakni untuk tahun 2014. Laporan ini dirilis 

dalam rangka rekonsiliasi atas penerimaan yang diterima negara dengan yang dilaporkan 

perusahaan. 

Hasilnya baru 176 perusahaan migas (operator dan non-operator) dan 72 perusahaan tambang 

yang ikut dalam EITI ini. Sementara masih ada 54 perusahaan migas dan minerba yang 

belum melapor, terdiri dari 9 perusahaan partner migas dan 45 perusahaan minerba. 

Pemerintah sedang mengupayakan agar seluruh perusahaan di industri ekstraktif bisa lebih 

transparan. Salah satu upayanya, pemerintah berencana memberikan insentif bagi perusahaan 

yang secara sukarela bergabung di EITI, untuk meningkatkan partisipasi. (Lihat 

Infografik: EITI, Pendorong Transparansi Tambang) 

"Jadi ada semacam reward bagi perusahaan yang sukarela gabung dengan EITI ini. Bisa 

berupa kemudahan usaha untuk eksplorasi tempat baru, yang akan dikoordinasikan dengan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan insentif fiskal yang 

dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan," ujar Lukita saat ditemui dalam acara 

peluncuran laporan tahunan EITI Indonesia Keempat, di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/5). 

http://katadata.co.id/berita/2017/05/24/perusahaan-migas-dan-tambang-yang-transparan-akan-dapat-insentif
http://katadata.co.id/berita/2017/05/24/perusahaan-migas-dan-tambang-yang-transparan-akan-dapat-insentif
http://katadata.co.id/infografik/2017/05/15/eiti-pendorong-transparansi-tambang
http://katadata.co.id/public/media/images/2017/05/24/2017_05_24-15_16_03_ba155fc7143cb3d831882e8120d7f1f6.jpg
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Lukita menjelaskan, ada beberapa keuntungan perusahaan bergabung dengan EITI. 

Keuntungan tersebut diantaranya meningkatkan transparansi akan kegiatan sektor migas dan 

pertambangan, agar menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Perusahaan juga dapat 

meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan bisnisnya. 

Bagi pemerintah EITI bisa mensinkronisasi dan merekonsiliasi ketidakharmonisan data yang 

diperoleh pemerintah dan yang dilaporkan oleh perusahaan. Data ini terkait perpajakan dan 

kagiatan usaha sektor migas dan tambang. Hal ini juga bisa menjadi pemicu diskusi mengenai 

perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan pada pemangku kepentingan. 

Laporan tahunan EITI ini berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari dua sektor tersebut. Sehingga bisa menjadi salah satu 

upaya untuk mencegah hilangnya pendapatan negara. Karena laporan ini dapat digunakan 

untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. 

"Dengan demikian, hasil penerimaan negara akan lebih baik. Kenyamanan berinvestasi di 

Indonesia pun akan meningkat," ujar Lukita. (Baca: Transparansi untuk Kesejahteraan) 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup Montty Girianna mengatakan pemerintah juga berinisiatif untuk 

menyusun peta jalan (roadmap) untuk mendorong transparansi industri ekstraktif. Roadmap 

ini berisi langkah-langkah yang akan dilakukan hingga 2020. 

Tujuannya agar pemerintah bisa mengetahui siapa sebenarnya penerima manfaat (beneficial 

ownership) sesungguhnya dari perusahaan yang ada. Identitas yang harus dipublikasikan 

adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol 

perusahaa-perusahaan ekstraktif. 

"Jadi jangan sampai industri ekstraktif ini hanya dikuasai orang yang itu-itu saja," ujar 

Montty. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://katadata.co.id/berita/2017/04/27/transparansi-untuk-kesejahteraan
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Peluncuran Laporan EITI: Mencegah 

Kerugian Negara dari Sektor Migas-Minerba 
May 26, 2017 

 

 

JAKARTA, presidentpost.id ï Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor 

migas dan minerba, Pemerintah Indonesia hari ini meluncurkan laporan tahunan Inisiatif 

Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran laporan ke-empat (tahun pelaporan 

2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di 

Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan 

Banteng, Jakarta. 

ñDengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan 

negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan 

pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan 

meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,ò kata Sekretaris Menko Lukita D. 

Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini. 

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional, 

EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Indonesia, yang telah menerbitkan empat 

laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan status compliance (patuh) sejak tahun 

2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar 

internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan 

minerba di seluruh dunia. 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru 

dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas 

kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO). 

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan 

diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus 

dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang 

mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik 

perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam 

kasus Panama Papers. 

http://thepresidentpostindonesia.com/wp-content/uploads/2017/05/EITI-The-President-Post.jpg
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ñKami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga 

dapat  mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan 

monopoli terselubung,ò kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna. 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam 

pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (PPK). Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata 

kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian 

Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK. 

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses 

dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, 

penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara. 

ñPortal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi 

mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,ò kata 

Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. (siaran pers) (12) 
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Transparansi perusahaan migas masih rendah 
Senin, 29 Mei 2017 / 07:50 WIB (Kontan) 

 

JAKARTA. Tingkat transparansi perusahaan migas sampai saat ini masih rendah. 

Permasalahan tersebut bisa dilihat dari Laporan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif 

Kemenko Perekonomian 2017.  

Dalam laporan yang dipublikasikan pekan lalu terlihat ada 55 perusahaan minyak dan gas 

yang beroperasi di Indonesia tidak berpartisipasi dalam penyusunan laporan tersebut. Padahal 

Lukita Dinaryah Tuwo, Sekretaris Menko Perekonomian mengatakan, laporan tersebut 

disusun untuk meningkatkan transparansi tata kelola industri ekstraktif dan mencegah korupsi 

di sektor tersebut.  

Dari ringkasan eksekutif Laporan EITI, 55 perusahaan migas tersebut antara lain; PT Alam 

Jaya, PT Aman Toebillah Putra, PT Amanah Anugerah Adi Mulia dan PT Alam Utama. 

Perusahaan tersebut tidak melapor dengan menyerahkan formulir melebihi tenggat waktu 

yang ditentukan.  

Perusahaan lain, PT Kaltim Jaya Bara dan PT Tinindo Inter Nusa. Mereka menyatakan 

secaralisan menolak untuk melapor dengan alasan kerahasiaan.  

Deputi Bidang Koordinsi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan 

juga Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Montty Girianna menyesalkan 

keengganan perusahaan tersebut. "Kami curiga kenapa dia tidak mau, memang ini sifatnya 

sukarela," katanya pekan lalu.  

Lukita mengatakan, pemerintah akan menginisasi pemberian insentif dan disinsentif 

perusahaan migas yang melapor dan tidak mau melapor. "Perlu dikaji, misal bagi yang mau 

melapor, diberi kemudahan investasi baik di tempat baru maupun perluasan," katanya. (13) 
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EITI, Pendorong Transparansi Tambang  
EITI merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil yang mendorong 

terwujudnya diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air.  

Senin 15/5/2017, 13.35 WIB  

Jeany Hartriani  

Transparansi merupakan syarat penting dalam memperbaiki tata kelola industri ekstraktif atau 

yang juga dikenal dengan pertambangan. Untuk mewujudkannya, sebuah gerakan Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI), dibentuk di Indonesia. EITI merupakan kolaborasi 

antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil yang mendorong terwujudnya 

diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air. 

Inisiatif transparansi yang digagas oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada 2002 ini 

resmi diadopsi di Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan 

Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan 

Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Pada perkembangannya, Indonesia merilis 

laporan EITI pertama pada 2013 yang mencakup penerimaan 2009 dan mendapat status taat 

EITI setahun setelahnya. Indonesia juga merupakan negara ASEAN pertama yang 

menerapkan EITI. 

Prinsip keterbukaan yang digagas EITI merupakan upaya mengatasi kecurigaan yang terjadi 

antar para pemangku kepentingan. EITI mendorong dibukanya pembayaran perusahaan 

pertambangan dan penerimaan negara untuk kemudian direkonsiliasi dan diverifikasi secara 

independen. Dengan transparansi, diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dan 

pemerintahan akuntabel untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. (14) 

 

 

 

http://katadata.co.id/infografik/2017/05/15/eiti-pendorong-transparansi-tambang
http://katadata.co.id/public/media/images/temp/2017/05/15/2017_05_15-13_33_18_ade973b99f616de62c766d32ac7cb0d4.jpg
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Transparansi untuk Kesejahteraan  
Tertutupnya akses informasi dianggap sebagai penyebab buruknya pengelolaan hasil sumber daya 

alam.  

 

Donang Wahyu|KATADATA  

Kamis 27/4/2017, 18.54 WIB  

Nur Farida Ahniar  

Lebih separuh abad, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, baik minyak, gas, dan mineral 

lainnya, menjadi penopang perekonomian Indonesia. Kegiatan tambang atau ekstraksi 

kekayaan alam tersebut menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memunculkan bisnis-

bisnis baru yang menggerakan roda ekonomi. Penerimaan berupa royalti, bagi hasil, dan 

berbagai jenis pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk membiayai 

pembangunan.  

Penerimaan yang signifikan terjadi pada periode 1970-2000, yang dikenal sebagai era 

bonanza emas hitam nasional. Inilah masa ketika produksi minyak mencapai puncak 

tertinggi, bahkan sempat menyentuh 1,65 juta barel per hari . Dalam kurun waktu itu, rata-

rata sektor migas menyumbang 50 persen bagi penerimaan negara. Bahkan pada periode 

1978-1984 produk emas hitam ini menyumbang 68 persen dari total penerimaan negara. 

Namun kemudian kontribusinya terus menurun. Pada 1980-1994 porsi sumbangannya 

terhadap total penerimaan negara tinggal 34 persen. 

Selanjutnya, produksi minyak bumi terus melorot, tapi booming batubara menjadi primadona 

baru pemasukan negara. BP Statistical Review mencatat, pada 2015, Indonesia merupakan 

produsen batubara ketiga terbesar di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat. 

Namun, rontoknya harga komoditas dalam lima tahun terakhir, termasuk migas dan batubara, 

membuat sektor tambang limbung. Industri ini tak lagi menjadi penyumbang signifikan bagi 

pendapatan negara. 

Total sumbangan migas, misalnya, menciut dari Rp 320 triliun pada 2014 menjadi 

sepertiganya saja pada 2016. Harga minyak dunia memang turun drastis, dari US$104 per 

barel pada 2014 menjadi $54 pada April tahun ini. 

http://katadata.co.id/berita/2017/04/27/transparansi-untuk-kesejahteraan
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Yang kemudian menjadi pertanyaan, sebesar apa hasil kekayaan alam itu dimanfaatan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti diamanatkan konstitusi? 

Yang kasat mata, kemiskinan justru terkonsentrasi di daerah-daerah yang selama ini dikenal 

sebagai lumbung energi, penghasil migas dan batubara. Kutai Kartanegara, misalnya. Daerah 

ñpemilikò Blok Mahakam ini justru menjadi penerima beras miskin terbesar di Kalimantan 

Timur. Data Dinas Sosial Kalimantan Timur (2015) mencatat sebanyak 5.027 kepala 

keluarga (KK) di Kutai Kartanegara terdaftar sebagai penerima raskin, terbesar dibanding 

wilayah lain seperti Kota Samarinda sebanyak 2.732 KK. Sebagai informasi, total penerima 

raskin di Kaltim mencapai 8.952 KK. 

Kemiskinan juga menjadi masalah utama yang dihadapi Provinsi Papua. Daerah yang 

terkenal dengan kekayaan alam emas dan tembaga ini merupakan provinsi dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 28,4 persen (BPS 2016). Hal ini kontras karena 

daerah ini memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita tertinggi ke tujuh di 

Indonesia, sebesar Rp 48,3 juta (2015). 

Dalam skala global, kenyataan yang sama juga terjadi. Di kawasan Asia Pasifik, sejumlah 

negara kaya SDA memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibanding negara yang tidak 

atau hanya memilki sumber daya alam terbatas. Indonesia, Filipina, dan Myanmar, misalnya, 

jauh tertinggal dibanding Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kelompok negara dengan sumber daya alam 

melimpah kerap tak bisa memanfaatkan SDA menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang. 

Menurutnya, tanpa pengelolaan yang baik, negara yang mengandalkan SDA akan bergantung 

pada harga yang berlaku secara internasional, kadang naik, dan bisa turun drastis. ñSDA akan 

menjadi kutukan,ò ujarnya seperti dikutip Detik.com. 

Kutukan sumber daya alam merupakan fenomena ketika daerah atau negara yang kaya SDA 

justru mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah daerah atau negara yang tidak memiliki 

kekayaan alam. 

Kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam memanfaatkan kekayaan 

tersebut menjadi pendorong kesejahteraan. Kendati pendapatan dari sektor ekstraktif 

berkontribusi bagi APBN, namun tak menetes ke masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar 

wilayah tambang. 

Tertutupnya akses informasi di industri ekstraktif dianggap sebagai penyebab buruknya 

pengelolaan hasil SDA. Tanpa tranparansi, korupsi, baik yang dilakukan oleh aparat negara 

maupun kecurangan yang dilakukan perusahaan tambang tak bisa dideteksi, sehingga hanya 

segelintir pihak yang menikmati berkah SDA. 

Untuk menghindari tindak korupsi di sektor ini, Perdana Menteri Tony Blair pada 2002 

mengilhami berdirinya Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI). EITI merupakan 

kesepakatan internasional yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber 

daya alam negara anggota. Dengan EITI, masyarakat punya akses terhadap data-data penting 

seperti kontrak, dokumen, izin, termasuk jumlah pembayaran perusahaan kepada negara 

terbuka. 
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Indonesia bergabung dengan EITI sejak 2010. Artinya, perusahaan yang mengekstraksi 

sumber daya alam di bumi pertiwi harus melaporkan pembayaran ke pemerintah berupa 

pajak, royalti, dan lainnya. Sedangkan instansi pemerintah harus melaporkan penerimaan 

yang didapat dari perusahaan. 

Kedua laporan tersebut kemudian direkonsiliasi atau dibandingkan oleh auditor independen, 

yang kemudian diterbitkan dalam laporan EITI. Laporan inilah yang dapat diakses oleh 

seluruh warga negara. 

Sepanjang keikutsertaannya dalam EITI, Indonesia sudah menghasilkan empat laporan yaitu 

tahun 2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014. Laporan tersebut sekaligus membuktikan 

bahwa Indonesia berupaya memenuhi ketentuan yang diatur EITI. Indonesia juga tercatat 

menjadi negara pertama di ASEAN yang memenuhi standar inisiatif EITI. 

Menurut Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 

Ahmad Bastian Halim, dari sudut pandang bisnis, transparansi  laporan akan memberikan 

informasi yang setara kepada semua pihak. Transparansi juga menciptakan kepercayaan yang 

lebih baik antara organisasi masyarakat, pemerintah dan industri. ñDengan informasi yang 

sama maka pelaku bisnis akan berkompetisi secara sehat untuk memberikan manfaat yang 

optimal bagi negara,ò ujar Bastian. 

Nur Farida Ahniar (15) 
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Punya EITI, pemerintah yakin bisa cegah 

potensi pendapatan hilang 
Rabu, 24 Mei 2017 10:17 Reporter : Yayu Agustini Rahayu  

tambang. shutterstock  

Merdeka.com - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam 

Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran ini sebagai upaya pemerintah menegakkan prinsip 

transparansi pada sektor migas dan minerba.  

 

Peluncuran laporan ke-4 (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor 

penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. 

 

"Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan 

negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan 

pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan 

meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan," kata Sekretaris Menko Lukita D. 

Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini.  

 

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandard internasional, 

EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut.  

 

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara 

dengan status compliance (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara 

pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 

negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.  

 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru 

dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas 

kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO).  

 

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan 

diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus 

dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang 

https://www.merdeka.com/reporter/yayu-agustini-rahayu/
http://www.merdeka.com/tag/j/jakarta/
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mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik 

perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam 

kasus Panama Papers.  

 

"Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat 

mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli 

terselubung," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna. 

 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam 

pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi  (PPK). Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata 

kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian 

Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.  

 

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses 

dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, 

penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.  

 

"Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi 

mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan," kata 

Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. 

[bim]  (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
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Luncurkan Laporan EITI, Pemerintah Akan 

Ungkap Identitas Pemilik Industri Ekstraktif 
24/05/2017 12:41 (Indonesia Oversight.com) 

JAKARTA  ï Pemerintah meluncurkan laporan Inisiatif Transparansi dalam Industri 

Ekstraktif (EITI) di Jakarta, Rabu (24/5), sebagai upaya untuk menegakkan prinsip 

transparansi pada sektor migas dan minerba. 

ñDengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan 

negara yang dibayarkan oleh perusahaan, sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan 

pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan 

meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,ò ujar Sekretaris Menteri 

Koordinator Bidang Ekonomi Lukita D. Tuwo dalam keterangan resmi, Rabu (24/5). 

Laporan EITI keempat (tahun pelaporan 2014) yang diluncurkan hari ini memuat informasi 

rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari kedua 

sektor migas dan minerba. 

Indonesia, yang sejauh ini telah menerbitkan empat laporan (2009-2014), adalah negara 

dengan status compliance (patuh) sejak tahun 2014. Indonesia bahkan menjadi negara Asia 

Tenggara pertama yang memperoleh status compliance tersebut. Standar internasional EITI 

telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh 

dunia. 

Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan 

identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership 

(BO). Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang 

akan diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. 

Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau 

sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi 

BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal 

Indonesia dalam kasus Panama Papers. 

ñKami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga 

dapat  mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan 

monopoli terselubung,ò kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna. 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam 

pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (PPK). 

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan 

negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan 

kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi 

PPK. 
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Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses 

dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual, 

penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara. 

ñPortal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi 

mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,ò kata 

Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.(Mif)  (17) 
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Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2014  
Laporan EITI menunjukkan pajak dan royalti direkonsiliasi secara independen  

 

Kamis 25/5/2017, 10.32 WIB  

Jeany Hartriani /Kata Data 

Sebanyak 167 perusahaan minyak dan gas serta 75 perusahaan perusahaan minerba 

berpartisipasi dalam laporan ini. (18) 

 

 

 

 

 

http://katadata.co.id/infografik/2017/05/25/laporan-rekonsiliasi-eiti-tahun-2014
http://katadata.co.id/public/media/images/temp/2017/05/24/2017_05_24-17_10_09_36d0cbd829337c22526497c6425bc638.jpg
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Data Peneriman Migas dan Tambang 

Pemerintah Beda dengan Perusahaan  
Perbedaan KKKS dengan SKK Migas meliputi empat pos penerimaan.  

 

Arief Kamaludin|KATADATA  

Rabu 24/5/2017, 17.32 WIB  

Miftah Ardhian  

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan laporan tahunan inisiatif 

transparansi dalam industri ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) 

tahun 2014. Hasilnya, data penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan 

pertambangan masih banyak berbeda dengan yang dicatatkan perusahaan. 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita D. Tuwo mengatakan, 

laporan EITI ini dapat berguna untuk meningkatkan transparansi pengelolaan industri 

ekstraktif, khususnya di Indonesia. "Sehingga ini bisa jadi landasan pencegahan korupsi, 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja industri ekstraktif," katanya saat acara peluncuran 

laporan EITI ke-4 di Jakarta, Rabu (24/5). 

Di sektor migas, penerimaan yang diperoleh pemerintah terdiri atas pajak penghasilan badan 

dan dividen, produksi siap jual (lifting) migas bagian pemerintah, bonus tanda tangan 

(signature bonus) dan bonus produksi. Sedangkan penerimaan di sektor pertambangan 

meliputi mineral dan batu bara, yaitu royalti, pajak penghasilan badan dan dividen, dan jasa 

transportasi BUMN yang diterima oleh BUMN. 

Rekonsialisasi penerimaan sektor migas terhadap data 176 operator dan non-operator 

perusahaan di sektor itu terdiri atas penerimaan pajak sebesar US$ 7,3 miliar dan penerimaan 

non-pajak US$ 21,8 miliar. Hasil akhir ini disebabkan perbedaan antara data kontraktor 

kontrak kerja sama (KKKS) dengan SKK Migas. 

Pertama, terkait Domestic Market Obligation (DMO) Fee sebesar US$ 85 ribu karena 

terdapat KKKS yang telah menagihkan DMO Fee kepada pemerintah namun tidak 

dibayarkan. Penyebabnya, belum ada kepastian Equity To Be Split (ETBS) untuk satu 

perusahaan. 

http://katadata.co.id/berita/2017/05/24/data-peneriman-migas-dan-tambang-pemerintah-beda-dengan-perusahaan
http://katadata.co.id/berita/2017/05/24/data-peneriman-migas-dan-tambang-pemerintah-beda-dengan-perusahaan
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Kedua, perbedaan antara KKKS dengan SKK Migas terkait lifting gas sebesar 93.212 MSCF. 

Ketiga, perbedaan lifting untuk negara sebesar 1.930 MSCF. Keempat, perbedaan total lifting 

sebesar 118.460.691 MSCF. 

Kelima, perbedaan KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar US$ 21,151 juta pada pajak 

dividen. Keenam, perbedaan KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar US$ 538.706 pada 

over/under lifting migas. 

Sedangkan untuk sektor pertambangan minerba pada tahun 2014 terhadap 75 perusahaan, 

rekonsiliasi penerimaan pajak sebesar Rp 2,46 triliun dan US$ 979 juta. Sedangkan 

penerimaan nonpajak termasuk dividen yang harus direkonsiliasi sebesar Rp 4,15 triliun dan 

US$ 2,2 miliar. 

Berdasarkan analisa, selisih antara perusahaan minerba dengan Ditjen Minerba terkait dengan 

royalti sebesar US$ 6,86 juta dan Rp 186,09 miliar, serta pada Pendapatan Hasil Tambang 

(PHT) sebesar US$ 1.993 dan Rp 97,2 miliar. 

Hal tersebut ditengarai karena kesalahan PNBP minerba atas 8 perusahaan, entitas pelapor 

belum memberikan konfirmasi atas perbedaan royalti dan PHT sebanyak 19 perusahaan, 

perbedaan waktu penyetoran, dan tidak tercatat dalam sistem Dirjen Minerba pada satu 

perusahaan yang telah memiliki bukti bayar. 

Adapun, selisih antara perusahaan minerba dan Ditjen Pajak pada PPh Pasal 25 dan 29 

sebesar US$ 23,84 juta dan Rp 221,18 miliar. Penyebabnya, perusahaan minerba belum 

menyampaikan bukti pembayaran PPh badan sebanyak satu perusahaan, dan lima perusahaan 

belum menyertakan pembayaran terkait sanksi perpajakan. 

Sedangkan entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas perbedaan PPh Badan 

sebanyak 15 perusahaan. Selain itu, terdapat 7 perusahaan yang tidak menyertakan lembar 

otorisasi untuk pembukaan data pajak terkait setoran PPh Badan. 

Di sisi lain, ada beberapa penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi. Di sektor migas 

meliputi bonus tanda tangan untuk kontrak baru, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Daerah dan Restitusi Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan yang dilaporkan oleh KKKS, dan firm commitment. 

Sedangkan pada sektor minerba adalah iuran tetap yang dilaporkan perusahaan, PBB, Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah, Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan, Penyediaan Infrastruktur, dan Iuran Penggunaan Kawasan 

Hutan - PNBP, dan DMO. (19) 
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 Cegah Kerugian Laporan Migas Dan Minerba Pemerintah 
Luncurkan EITI 

By Inspirasibangsa - 

May 24, 2017 

   

Dampak mengerikan anjloknya 

harga minyak dunia. (Ist) 

JAKARTA, Inspirasibangsa (24/5) ð Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas 

penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha 

Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. 

Lantaran itu, dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba, 

Pemerintah Indonesia meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri 

Ekstraktif atau EITI. 

Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara 

yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain 

itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan 

kepercayaan para pemangku kepentingan, kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka 

peluncuran laporan ini, sebagaimana keterangan resmi Kementerian Koordinator Perekonomian 

RI, Rabu (24/5). 

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 ayat dua yang menegaskan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

https://www.inspirasibangsa.com/author/inspirasibangsa/
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Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita tersebut. 

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah negara dengan 

status compliance (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang 

memperoleh status tersebut. 

Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan 

minerba di seluruh dunia. 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan 

dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. 

Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan 

identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, ataubeneficial ownership (BO). 

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang akan diambil 

Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. 

Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau 

sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. 

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 

wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers. 

Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat mencegah 

hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung, kata 

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 

Kemenko Bidang Perekonomian Monty Girianna seperti dilansir Bisnis.com. 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam 

pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (PPK). 
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Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara. 

Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan kewenangan 

khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK. 

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan 

pemahaman publik terhadap laporan EITI. 

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif 

dalam kontribusinya kepada negara. 

Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi 

mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan, kata Asisten 

Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. (Lang) 
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Indeks Tata Kelola Tambang, Indonesia Tempati Urutan Ke 11 

BY MUHAMAD BARI BAIHAQI  KAMIS, 27/07/2017 

NERACA 

Jakarta - Indonesia mencatatkan peringkat 11 di antara 89 penilaian (81 negara) dunia untuk 

kategori Indeks Tata Kelola tambang pada Resource Governance Index (RGI/Indeks Tata 

Kelola Sumber Daya) tahun 2017 yang mencapai angka memuaskan, yaitu 68 dari 100. 

Sementara itu, menorehkan capaian angka yang sama yaitu 68 dari 100, subsektor minyak 

dan gas bumi (migas) juga menduduki peringkat ke-12. Tata kelola tambang dan migas di 

Indonesia mencatatkan subsektor ganda (tambang dan migas) yang paling seimbang diantara 

negara-negara lain yang memiliki subsektor ganda. 

"Penilaian yang memuaskan dari lembaga penilai internasional ini membuktikan pengelolaan 

sektor ESDM di Indonesia sudah memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas berskala 

internasional," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama 

Kementerian ESDM, Sujatmiko melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/7). 

Prestasi subsektor pertambangan maupun migas Indonesia dalam hal manajemen pendapatan 

dinilai sangat baik, dimana keduanya mendapat nilai 76 dari 100, namun kinerja tata kelola 

sumber daya pertambangan dilemahkan oleh rendahnya harga komoditas akibat perlambatan 

permintaan global. Selain itu deplesi mineral yang telah memberikan tekanan pada industri 

pertambangan Indonesia, khususnya batubara juga turut mempengaruhi. 

Produksi minyak Indonesia mencapai 1 persen dari produksi minyak dunia. Penilaian positif 

dari RGI turut didukung beberapa rencana reformasi yang berpotensi mendorong tata kelola 

di Indonesia, salah satunya rencana pengoperasian beneficial ownership roadmap, dengan 

menggunakan standar dari Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI - Extractive 

Industries Transparency Initiative) sebagai dasar pengembangan peraturan yang mencakup 

sektor ekstraktif dan sektor lainnya. 

Indonesia juga merupakan salah satu anggota Open Government Partnership dan kinerja 

Indonesia dinilai baik oleh RGI dalam hal keterbukaan pemerintah terkait data dan 

menduduki posisi 25 persen teratas di antara 102 negara yang dinilai dalam Open Budget 

Index tahun 2015. Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dari the 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan yang lahir dari 

pertemuan Anti Korupsi G-20. 



42 
 

Pada subsektor migas, RGI memberikan nilai tinggi pada Pemerintah Indonesia yang saat ini 

sedang mengkaji perundang-undangan perminyakan, dengan fokus pada perizinan, rezim 

fiskal, pembagian pendapatan dan tata kelola BUMN. Indeks dalam hal perpajakan juga 

mendapat nilai baik, meskipun diperlukan peninjauan terhadap persyaratan fiskal untuk 

menarik investasi di tengah harga minyak yang rendah dan meningkatnya biaya proyek. 

RGI 2017 menilai bagaimana negara dengan sumber daya mengatur kekayaan migas dan 

tambang di 81 negara berdasarkan 3 komponen kunci yakni realisasi nilai, pengelolaan 

pendapatan, dan lingkungan yang mendukung. Para peneliti independen, di masing-masing 

negara yang diteliti, menyelesaikan kuesioner untuk mengumpulkan data primer mengenai 

realisasi nilai dan pengelolaan pendapatan. Untuk komponen ketiga, RGI mengacu pada data 

eksternal dari lebih dari 20 organisasi internasional. Penilaian ini mencakup periode 2015-

2016. 
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Laporan EITI Meluncur Demi Cegah Kerugian Negara di Sektor 

Migas -Minerba  

Posted on  24/05/17  | Ekonomi 

 

Jakarta  - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi dalam 

industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor 

migas dan minerba. 

Jakarta  - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi dalam 

industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor 

migas dan minerba. 

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari 

kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, 

Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, 

Jakarta Pusat, Rabu 24 Mei 2017. 

Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam sambutannya 

mengatakan, dengan penerbitan laporan EITI diharapkan dapat mendukung 

transparasi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga 

mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. 

"Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan 

meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan,ó kata Lukita. 

Pelaporan ini sejalan dengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang 

menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkan cita-cita 

tersebut. 

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah 

negara dengan status compliance (patuh) sejak 2014, dan menjadi negara Asia 

Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI telah 

http://pojokviral.com/ekonomi.html
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diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh 

dunia. 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu 

terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk 

mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, 

atau beneficial ownership (BO). 

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkah-langkah apa yang 

akan diambil Pemerintah mulai 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang 

harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau 

sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif. 

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya 

nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers. 

Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat 

mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik penc ucian uang, dan monopoli 

terselubung,  

ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna. 

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut 

berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). 

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan 

penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) 

yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian 

Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK. 

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk 

mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini 

berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif 

dalam kontribusinya kepada negara. 
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Pemerintah Tingkatkan Peran dalam Transparansi DBH Industri Esktraktif 
NEWSWIRE.ID | Senin, 7 Agustus 2017 

WhatsAppFacebookTwitterGoogle+PinterestShare 

 

Salah satu isu strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah mengenai Dana Bagi Hasil 

(DBH). Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor 

terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
setiap tahunnya.  

ñPembahasan isu DBH ini juga sangat terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang 

menjadi inti dari pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dan sudah 

dilaporkan juga dalam laporan-laporan EITI Indonesia selama ini,ò ujar Asisten Deputi Industri 

Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim dalam 

Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan Diskusi Kelompok Terfokus tentang Transparansi DBH 
Industri Ekstraktif, di Yogyakarta (7/8). 

Diskusi bertajuk ñPeran Kementerian dan Lembaga Pemerintah Terkait Transparansi Dana Bagi 

Hasil Industri Ekstraktifò ini dihadiri  para pejabat terkait dari Pemerintah Daerah Tingkat 

Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia, perwakilan dari akademisi, Perusahaan 
Minerba dan Migas, Civil Society Organization (CSO), dan Asosiasi Perusahaan. 

Bastian selaku Koordinator Nasional EITI juga menjelaskan, berkaitan dengan permasalahan 

DBH tersebut, beberapa masukan dari anggota Multi Stakeholder Group (MSG), khususnya dari 
wakil masyarakat dan Pemerintah Daerah telah sering kali disampaikan.  

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan 

besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar 
dan lebih bayar.  

Untuk itu, karena sifat Sumber Daya Alam (SDA) migas dan minerba tidak dapat diperbaharui 

(non-renewable resources), maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk 

memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan 

efisien. ñIni penting dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 
khususnya di daerah penghasil Sumber Daya Alam,ò terangnya. 

Bastian mengharapkan forum ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih 

transparan terkait perhitungan, mekanisme pengalokasian dan pembagian DBH di Industri 

Ekstraktif kepada para pemangku kepentingan, terutama para pihak dari daerah penghasil Migas 
dan Minerba.  

Selain itu, ia juga berharap forum ini dapat mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis 

yang terkait dengan transparansi DBH agar bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan tata kelola, 
peningkatan kinerja industri ekstraktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ekon) 
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Pemerintah Tingkatkan Transparansi DBH 

Industri Esktraktif 
Redaksi: Selasa, 08 Agustus 2017 | 00.04.00 

 

 

JAKARTA|  HARIAN9  

Asisten  Deputi  Industri  Ekstraktif  Kementerian  Koordinator  Bidang  

Perekonomian,  Ahmad  Bastian  Halim  dalam  Sosialisasi  Laporan  EITI  

2014  dan  Diskusi  Kelompok  Terfokus  tentang  Transparansi  DBH  

Industri  Ekstraktif,  di  Yogyakarta  (07/08),  mengungkapkan  salah  satu  

isu  strategis  bagi  pembangunan  nasional  dan  daerah  adalah  mengenai  

Dana  Bagi  Hasil  (DBH).   

Bagi banyak daerah, penerimaan dari  DBH migas dan minerba merupakan 

kontributor  terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.  

ñPembahasan isu DBH ini  juga sangat terkait  dengan prinsip  transparansi dan 

akuntabilitas  yang menjadi  inti  dari  pelaksanaan Extractive Industries  Transparency 

Initiative  (EITI),  dan sudah dilaporkan  juga dalam laporan-laporan EITI  Indonesia 

selama ini,ò ujarnya.  

Beberapa isu yang selalu menjadi  pertanyaan banyak pihak antara lain  mengenai 

mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses 

penyaluran, isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.  

Untuk  itu,  karena sifat  Sumber Daya Alam (SDA) migas dan minerba tidak  dapat 

diperbaharui  (non-renewable resources), maka semua pihak mempunyai  tanggung 

jawab yang sama untuk  memastikan DBH yang berasal dari  migas dan minerba bisa 

dialokasikan dengan efektif  dan efisien.  

ñIni penting dalam upaya mewujudkan  pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,  

khususnya di daerah penghasil Sumber Daya Alam,ò jelasnya. (kemenkeu/03)  

Editor:  Mardan H Siregar  

 

http://www.harian9.com/2017/08/pemerintah-tingkatkan-transparansi-dbh.html
http://www.harian9.com/2017/08/pemerintah-tingkatkan-transparansi-dbh.html
https://2.bp.blogspot.com/-RuOGB4DfTaw/WYidf53lqbI/AAAAAAAAd3U/diHIQqXGv0sfxEV52i-4ZnhSsgwM1dWswCLcBGAs/s1600/logo+kemenkeu.png
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Perpres Beneficial Ownership Bakal Permudah PPATK 

Deteksi Praktik Pencucian Uang 

 OkeZone Rabu 20 Desember 2017, 13:32 WIB 

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong segera 

diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima 

manfaat atau 'beneficial ownerhip'. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, 

Perpres Beneficial Ownership (BO) dirancang untuk mengetahui identitas penerima manfaat 

dari korporasi atau legal arrangement tertentu. 

"Selama ini, concern pemerintah baru tertuju kepada legal ownership, sehingga acap kali 

penerima manfaat sebenarnya tak terlacak," ujar Kiagus saat jumpa pers di Gedung PPATK, 

Jakarta, kemarin. Menurut Kiagus, penerbitan Perpres tersebut, merupakan salah satu langkah 

untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari 

aktivitas perekonomian. 

Dengan rencana penerbitan Perpres itu, lanjut Kiagus, pemerintah akan mengetahui apabila 

sebuah korporasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan. "Transparansi itu akan 

memudahkan PPATK mendeteksi praktik pencucian uang yang menggunakan sarana 

korporasi dan legal arrangement," kata Kiagus. Perpres Beneficial Ownership sendiri 

diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program Ditjen Pajak terkait keterbukaan 

informasi, Automatic Exchange of Information (AEoI). 

Perpres Beneficial Ownership nantinya akan mengatur kewajiban pengungkapan kepemilikan 

saham atau perusahaan di seluruh industri, tidak hanya di bidang ekstraktif. Dalam 

mengimplementasikan beneficial ownership di seluruh sektor industri, pemerintah nanti juga 

akan menggandeng semua pihak seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, KPK, OJK, Bank 

Indonesia dan pihak lainnya mengingat aturan terkait keterbukaan kepemilikan saham atau 

penerima manfaat masih tersebar di dalam beberapa kementerian dan lembaga tersebut. 

Sebelumnya, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, Poltak Maruli John Liberty 

Hutagaol, mengungkapkan Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan soal BO. Namun, 

selama ini aturan yang berlaku masih di sektor keuangan dan masih tersebar di masing-

masing kementerian/lembaga. Namun, dengan lahirnya perpres ini, cakupan dari BO akan 

lebih luas lagi. ñTeknisnya juga nanti diatur dalam perpres. Yang penting informasinya 

lengkap diberikan oleh perusahaan. Ini masalah kejujuran saja sebenarnya sehingga tidak ada 

cost-nya,ò ujarnya. 

Lebih lanjut, John mengatakan, diharapkan perpres ini selesai dalam waktu dekat mengingat 

pada November tahun ini, Ditjen Pajak akan menjalani asesmen tahap kedua oleh global 

forum atau OECD untuk Exchange of Information (EoI) by request untuk beneficial 

ownership dengan negara lainnya. ñPenilaian akan mencakup asesmen akses informasi ke 

keuangan yang Indonesia sudah miliki, lalu BO yang mencakup regulasinya,ò ucapnya. 

Staf Ahli bidang Kelembagaan Bappenas Diani Sadia Wati mengatakan bahwa pemerintah 

akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima 

manfaat atau beneficial ownership dalam waktu dekat. "Perpres akan keluar dalam waktu 

yang tidak terlalu lama, sedang dalam proses finalisasi tingkat pemerintah," katanya. 

Pemerintah sendiri tengah mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data 

beneficial ownership, data "interfacing", data-data sumber daya alam, pembenahan data-data 

http://www.neraca.co.id/article/94670/ppatk-dorong-diterbitkannya-perpres-beneficial-ownership
http://www.neraca.co.id/
http://www.neraca.co.id/
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keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta. "Kalau 

dari sisi Perpres-nya ini sebenarnya isinya nanti tentu ada ketentuan dengan langkah-langkah 

dari peraturan yang tadi, ya tidak hanya industri ekstraktif tapi juga lebih umum, lebih 

mencakup bidang-bidang pendanaan terorisme, lalu pencucian uang, karena memang ini 

saling berkaitan dengan satu sama yang lainnya," papar Diani. 

Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif tersebut 

dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI. Peraturan Presiden (Perpres) 

mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari 

industri ekstraktif, ditandatangani pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah 

mempublikasikan peta jalan (roadmap) transparansi beneficial ownership pada awal 2017. 

Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan 

orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif 

dalam laporan EITI. 
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PWYP Dukung Upaya Transparansi Industri Ekstraktif 
Aktual Mei 28, 2017 11:30 

Kawasan Golden Integrated Industrial Port Estate (GIIPE)  

Jakarta, Aktual.com ï Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia 

mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative 

(EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan (Roadmap) Transparansi pengendali 

(pemilik sesungguhnya) perusahaan (Beneficial Ownershi p-BO) serta Portal 

Keterbukaan Industi Ekstraktif di Indonesia oleh Kemenko Perekonimian.  

Koordinator Nasional PWYP, Maryati Abdullah mengatakan bahwa hal tersebut 

merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dan atas partisipasi multi -

pemangku kepenting an baik dari kalangan industri dan masyarakat sipil untuk 

mendorong keterbukaan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang 

akuntabel di Indonesia.  

ñIni sekaligus mempertahankan status ócomplianceô Indonesia dalam keanggotaan 

standar global EITI. Melalui pengembangan portal industri ekstraktif, masyarakat 

juga diharapkan semakin mudah mengakses dan menelusuri data dan informasi 

industri ekstraktif secara interaktif dan mudah dipahami,ò katanya yang diterima 

Aktual.com, Minggu (28/5)  

Sesuai st andar EITI, lanjutnya, seluruh negara anggota EITI wajib membuka dan 

mempublikasikan nilai pembayaran -pembayaran (pajak, non -pajak maupun dividen) 

yang direkonsiliasi secara independen.  

Sehingga diketahui bagaimana aliran pembayaran terjadi, dana bagi hasi l ke sub -

nasional, serta informasi kontekstual lainnya seperti perdagangan (ekspor - impor), 

kontribusi ekonomi industri ekstraktif, sistem kontrak dan perijinan, informasi 

kadaster/peta, dana bagi hasil serta informasi lainnya seperti kepemilikan 

perusahaan . 
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ñEITI mewajibkan pembukaan data dan informasi dari pihak Pemerintah maupun 

pelaku industri, baik multi -national company (MNC) maupun BUMN dimana industri 

tersebut beroperasi. Di Indonesia, sektor industri ekstraktif yang diwajibkan oleh 

EITI meliputi sek tor migas, mineral (nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit), 

serta sektor batubara,ò pungkasnya. 

Sementara sebelumnya Sekretaris Kemenko Perekonimian, Lukita Dinarsyah pada 

saat peluncuran laporan EITI yang berlangsung di Graha Sawala -Kantor Kemenko 

Perekonomian pada Rabu (24/5) mengatakan bahwa pada tahun 2006, Indonesia 

telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi ï UNCAC (United Nations 

Convention Against Corruption) melalui UU No.7/20016. Hal itu diklaim sejalan 

dengan transportasi EITI.  

ñSebagai tindak lanjutnya disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres 55/2012, dimana penjabaran 

Stranas tersebut melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), 

dimana penerbitan laporan sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang 

dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian RIò ujarnya. 

(Ismed Eka Kusuma)  
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Tata Kelola tambang Indonesia peringkat 11 dunia 
Kontan.co.id Selasa, 25 Juli 2017 / 19:00 WIB 

 

JAKARTA. Indeks Tata Kelola tambang di Indonesia pada Resource Governance Index 

(RGI) atau Indeks Tata Kelola Sumber Daya tahun 2017 mencapai angka 68 dari 100, dan 

menduduki peringkat ke-11 di antara 89 penilaian dari 81 negara. Sementara migas masuk 

peringkat ke 12. 

ñPenilaian yang memuaskan dari lembaga penilai internasional ini membuktikan pengelolaan 

sektor ESDM di Indonesia sudah memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas berskala 

internasional. Hal ini tidak lepas dari upaya pembenahan dan peningkatan transparansi yang 

dilakukan pada pengusahaan di sektor ESDM ,ò ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan 

Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, Selasa (25/7). 

Dilansir dari laporan RGI yang dirilis untuk wilayah Indonesia kemarin (24/7), prestasi 

subsektor pertambangan maupun migas Indonesia dalam hal manajemen pendapatan dinilai 

sangat baik. Keduanya mendapat nilai 76 dari 100. 

Namun, kinerja tata kelola sumber daya pertambangan dilemahkan oleh rendahnya harga 

komoditas akibat perlambatan permintaan global dan deplesi mineral yang telah memberikan 

tekanan pada industri pertambangan Indonesia, khususnya batubara. 

Begitu halnya manajemen pendapatan pada subsektor migas. Sebagai negara dengan jumlah 

penduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar untuk 

produk energi dan produk berbasis minyak lainnya, yang telah memfasilitasi perkembangan 

hilir industri minyak dan gas bumi. Produksi minyak Indonesia mencapai 1% dari produksi 

minyak dunia. 

Penilaian positif dari RGI turut didukung beberapa rencana reformasi yang berpotensi 

mendorong tata kelola di Indonesia, salah satunya rencana pengoperasian beneficial 

ownership roadmap, dengan menggunakan standar dari Inisiatif Transparansi Industri 

Ekstraktif (EITI ï Extractive Industries Transparency Initiative) sebagai dasar pengembangan 

peraturan yang mencakup sektor ekstraktif dan sektor lainnya. 

Sujatmiko mengatakan Indonesia juga merupakan salah satu anggota Open Government 

Partnership dan kinerja Indonesia dinilai baik oleh RGI dalam hal keterbukaan pemerintah 

terkait data dan menduduki posisi 25% teratas di antara 102 negara yang dinilai dalam Open 

Budget Index tahun 2015. 

"Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dari the Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD) dan yang lahir dari pertemuan Anti 

Korupsi G-20," ungkapnya. 
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Pada subsektor migas, RGI memberikan nilai tinggi pada Pemerintah Indonesia yang saat ini 

sedang mengkaji perundang-undangan perminyakan, dengan fokus pada perizinan, rezim 

fiskal, pembagian pendapatan dan tata kelola BUMN. Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan kinerja terbaik dalam indeks ini dalam hal perpajakan, meskipun diperlukan 

peninjauan terhadap persyaratan fiskal untuk menarik investasi di tengah harga minyak yang 

rendah dan meningkatnya biaya proyek. 

RGI 2017 menilai bagaimana negara dengan sumber daya mengatur kekayaan migas dan 

tambang di 81 negara berdasarkan 3 komponen kunci yakni realisasi nilai komoditas, 

pengelolaan pendapatan, dan lingkungan yang mendukung. Para peneliti independen, di 

masing-masing negara yang diteliti, menyelesaikan kuesioner untuk mengumpulkan data 

primer mengenai realisasi nilai dan pengelolaan pendapatan. 

"Untuk komponen ketiga, RGI mengacu pada data eksternal dari lebih dari 20 organisasi 

internasional. Penilaian ini mencakup periode 2015-2016," tandasnya. 
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ñTransparansi Tekan Pemburu Rente dan 

Politik Uangò 
Perlu kepemimpinan yang kuat untuk mendorong skema EITI berjalan. 

 

FAISAL BASRI KATADATA| 

Senin 12/6/2017, 11.05 WIB 

Berbagai persoalan masih membelit pengelolaan industri ekstraktif atau pertambangan di 

Indonesia. Mulai dari rendahnya ketaatan pembayaran pajak hingga pemburu rente yang 

berkeliaran. Maka, inisiatif transparansi melalui Extractive Industries Transparency Initiative 

(EITI) yang diadopsi sejak 2010 diharapkan menjadi solusi persoalan tersebut. Dibukanya 

data pembayaran perusahaan ke negara serta penerimaan pemerintah dari industri akan 

menghindari praktek rente hingga mendorong pembenahan regulasi. 

Namun, upaya mendorong transparansi ekstraktif di Indonesia masih berjalan lambat. Mantan 

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyatakan, perlu kepemimpinan yang 

kuat untuk mendorong skema EITI berjalan. Hal itu disebabkan inisiatif transparansi 

melibatkan berbagai pihak dan kementerian. ñPresiden Jokowi harus diingatkan. Jadi tidak 

berhenti di level menteri koordinator saja,ò ujar Faisal, anggota perwakilan masyarakat sipil 

di Tim Pelaksana pada awal pembentukan EITI Indonesia. 

Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga merupakan faktor penting dalam 

mewujudkan transparansi di industri ekstraktif. Saat ditemui Katadata di Jakarta, pertengahan 

Mei lalu, Faisal menyebutkan partisipasi LSM di EITI dapat mendorong masyarakat umum 

lebih selektif dan tidak memilih partai yang mendapat pembiayaan dari pemburu rente 

tambang. ñJadi kita dari bawah membangkitkan rasa keterancaman masyarakat mengenai 

dampak kalau transparansi ini tidak ditegakkan,ò ujarnya. 

Apa permasalahan utama dalam mewujudkan transparansi? 

Banyak permasalahan di industri ekstraktif, seperti pemburuan rente di sektor migas. Hal ini 

terjadi karena kurangnya transparansi. Ibaratnya tempat gelap, semakin banyak setannya. 

Jadi kegelapan atau ketidaktransparanan itu sengaja diciptakan untuk berburu rente? 

Saya tidak bilang sengaja diciptakan. Kalau tidak transparan kan gelap, setan suka di sana. Itu 

istiah saya waktu di Tim Tata Kelola Migas. Sama seperti akuarium kotor, kita tidak tahu ada 

ikan piranha memangsa ikan-ikan lain. Makanya harus kita kuras. 

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membersihkan ñakuariumò ini? 

http://katadata.co.id/berita/2017/06/12/faisal-basri-transparansi-tekan-pemburu-rente-dan-politik-uang
http://katadata.co.id/berita/2017/06/12/faisal-basri-transparansi-tekan-pemburu-rente-dan-politik-uang
http://katadata.co.id/berita/2017/06/12/faisal-basri-transparansi-tekan-pemburu-rente-dan-politik-uang
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Perusahaan kurang kooperatif karena belum ada tindakan, mereka cenderung dibiarkan. Itu 

gunanya lembaga multi stakeholder seperti EITI ini. Ada pemerintah lintas kementerian, ada 

civil society, akademisi, ada bisnisnya juga. Pihak industri senang kok dengan transparansi. 

Selain untuk kepentingan industri, apa dampak tranparansi bagi Indonesia secara 

luas? 

Transparansi penting karena dapat memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Industri 

ekstraktif yang tidak transparan melahirkan para pemburu rente. Untuk tetap bertahan, para 

pemburu rente ini rela membayar politisi, sehingga kontes politik diwarnai oleh permainan 

uang. Akibatnya, orang baik yang tidak punya duit makin tersingkir. Manfaat lain yang juga 

penting, tentu saja untuk meningkatkan tax ratio karena pembuktian menjadi gampang. 

Terkait regulasi, apa manfaat yang bisa didapat Indonesia dari penerapan EITI? 

Temuan EITI bisa jadi masukan untuk membenahi regulasi yang bermasalah bahkan 

membuat regulasi baru. Jadi ada masukan untuk mendorong perbaikan. 

Soal kepatuhan, industri minerba cenderung lebih buruk dibanding  migas.  Bagaimana 

ini bisa terjadi? 

Industri minerba itu pelakunya ribuan, sedangkan migas lebih sedikit. Selain itu 

pengelolaannya juga sudah jauh lebih bagus karena menggunakan standar dunia. Perusahaan-

perusahaan migas besar juga sudah ikut EITI di negara lain. Jadi bagi mereka tidak masalah 

sama sekali terlibat aktif di EITI Indonesia, tidak ada penolakan. 

Jadi, perusahaan itu sebenarnya merasakan manfaat EITI? 

Ya. Apalagi tujuan EITI bukan untuk menghukum, tapi untuk perbaikan ke depan. Dengan 

gagasan EITI, perusahaan wajib melaporkan berapa yang dia bayar ke pemerintah, 

pemerintah wajib melaporkan berapa yang diterima dari perusahaan. Kalau ada perbedaan 

direkonsiliasi untuk menghasilkan perbaikan di masa mendatang. 

Untuk mengatasi ketidakpatuhan industri dalam memberikan laporan, 

ada usulanuntuk melibatkan KPK. Apakah Anda setuju? 

KPK itu sudah jauh melangkah, sudah lebih maju daripada EITI. Jadi KPK tidak bisa 

menunggu EITI yang tidak punya peta siapa saja yang tidak bayar pajak. KPK sudah 

melakukan kajian lebih jauh, sudah menghitung sampai ke berapa kerugian negara. Harusnya 

EITI jadi acuan KPK. 

Berdasarkan pengalaman Anda sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, 

apa faktor  penting dalam mewujudkan transparansi industri ekstraktif? 

Leadership. Menurut saya Presiden Jokowi harus diingatkan. Jadi, inisiatif transparansi tidak 

berhenti di level Menteri Koordinator, karena peran yang paling besar berada di Kementerian 

ESDM, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Butuh 

kepemimpinan yang kuat untuk menggerakkan itu semua.  

Apakah menurunnya sumbangan industri ekstraktif ke negara juga menjadi penyebab 

luputnya perhatian pemerintah dalam mendorong transparansi sektor ini? 

Sektor migas dan tambang masih termasuk empat besar penyumbang GDP. Pertama 

manufaktur, lalu perdagangan dan pertanian. Karena besar, di APBN ada pos khusus yaitu 

penerimaan dan pajak migas. 
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Tapi bukankah ada penurunan sumbangan yang signifikan dari Rp 320 triliun menjadi 

Rp 80 triliun?  

Ya tapi Rp 80 triliun itu bisa bikin kacau. Kalau 80 menjadi 40 gimana? Jadi tetap migas itu 

jangan tidak dianggap. Coba anda bayangkan, akibat migas kita kendor, impor minyak kita 

jadi naik. Ini kan berpengaruh ke balance of payment dan subsidi. 

Indonesia merupakan anggota ASEAN yang pertama kali menerapkan EITI, kemudian 

menyusul Filipina, Myanmar, dan Papua Nugini. Sementara negara kaya SDA seperti 

Malaysia dan Brunei justru  belum bergabung. Apakah dua negara itu tidak 

menganggap EITI penting? 

Ya mereka tidak menganggap itu penting. Brunei misalnya, mereka negara kerajaan yang 

tidak menganut mekanisme transparansi pembukuan. Kita tidak akan pernah tahu berapa 

yang masuk buat Sultan dan keluarganya. Malaysia juga korupsinya lebih parah dari 

Indonesia. Praktek suap sangat lazim di sana. Thailand juga belum jadi anggota kan? Tentara 

banyak di sana, mereka juga bermain. 

Jadi, praktek  demokrasi juga berpengaruh. 

Tentu saja. 

Salah satu yang didorong EITi adalah membuka kontrak. Ada 

kekhawatiran ini  didorong asing yang berkepentingan mengetahui data Indonesia. 

Orang asing sebenarnya lebih tahu data kita daripada kita sendiri. Nah mereka yang anti 

kemudian menggunakan segala cara melakukan penolakan termasuk menuduh neolib. 

Padahal this is the first time in our world history dimana pemerintah, bisnis, dan civil 

society duduk bersama menyelesaikan masalah yang selama ini menimbulkan kecurigaan. 

Kedua, yang namanya keterbukaan informasi, kontrak juga harus dibuka. Ya tidak semua 

harus dibuka, yang perlu dibuka itu kan untuk mengetahui berapa pendapatan dan berapa 

yang dibayar ke pemerintah. Pantaskah mereka membayar segitu. Jadi misalnya ada hal yang 

perlu dirahasiakan ya tidak ada masalah, bisa dibicarakan. Selama target bisa terpenuhi, tidak 

ada masalah. Toh orang pajak juga sudah tahu data sebenarnya. 
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Baru 120 Perusahaan Minerba yang Diwajibkan Lapor 
Selasa, 19 September 2017 11:13 

 

Laporan wartawan Tribunjambi, Muzakkir 

JAMBI, TRIBUN -- Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas 

dan minerba, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan 

Sosialisasi Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 

EITI adalah standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah 

dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia. 

Transparansi merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan para pihak sehingga 

akan meningkatkan iklim usaha yang kondusif. 

Dalam pelaksanaan transparansi, Indonesia setiap tahun harus mempublikasikan 

informasi pembayaran royalti, pajak dan pembayaran lain perusahaan dan penerimaan 

negara dari industri ekstraktif ke publik. 

Sejak 2013 lalu, ada empat laporan yang telah dipublikasikan terkait informasi 

penerimaan negara dari seluruh perusahaan sektor migas. 

Namun dari sektor minerba baru mencakup sekitar 85% dari total penerimaan negara. 

Hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif. Kemenko Bidang 

Perekonomian, Ahmad Bastian Halim. 

Katanya, dalam Laporan EITI, baru sekitar 120 perusahaan minerbayang diwajibkan 

untuk menyampaikan Iaporan pembayaran ke negara. 

Ribuan perusahaan lainnya yang sebagian besar memegang lzin Usaha Pertambangan 

(IUP) yang dlterbitkan oleh Pemerintah Daerah, masih belum 

menjadi perusahaan pelapor ElTl. 

"EITI dapat meningkatkan kepercayaan atau trust karena proses transparansi diawasi 

oleh kelompok multi pemangku kepentingan yang terdiri dari perwakilan 

pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil yang memiliki kedudukan setara,ò kata 

Ahmad Bastian Halim saat membuka sosialisasi EITI di Hotel Aston Jambi, Selasa 

(19/9).  

http://jambi.tribunnews.com/tag/minerba
http://jambi.tribunnews.com/tag/perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/tag/perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/tag/minerba
http://jambi.tribunnews.com/tag/perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/tag/minerba
http://jambi.tribunnews.com/tag/perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/tag/perusahaan
http://jambi.tribunnews.com/tag/perusahaan
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Beneficial Ownership, Buka Kedok 

Berlapis Pemilik Penambangan 
Transparansi BO merupakan inisiatif yang mendorong dibukanya data 

para pengontrol utama perusahaan pertambangan 

 

Senin 12/6/2017, 10.52 WIB 

Informasi kepemilikan yang tertutup di sektor migas dan minerba berpotensi menimbulkan 

kerugian negara. Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir terdapat 3.772 dari 11.000 

usaha tambang rawan dikorupsi. Lembaga ini juga memperkirakan potensi pemasukan negara 

yang hilang mencapai Rp 28,5 triliun akibat kepemilikan yang tersembunyi. Untuk 

mengatasinya, pemerintah menggagas transparansi Beneficial Ownership (BO) melalui 

kerangka Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 

Transparansi BO merupakan inisiatif yang mendorong dibukanya data para pengontrol utama 

perusahaan pertambangan. Penerapan transparansi BO dimulai dengan dibentuknya peta jalan 

yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama, dilaksanakan pada 2017 dengan agenda 

penentuan definisi. Tahap kedua, dilaksanakan pada 2017-2018 dengan agenda pembentukan 

kerangka hukum, serta diakhiri dengan publikasi data BO. 

Selain EITI, pemerintah Indonesia juga merancang program serupa dengan lembaga lain. 

Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pemerintah 

bekerjasama memenuhi standar Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

Selain itu, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah menyusun program 

pelaksanaan BO menurut prinsip G-20. Namun, dalam pelaksanaannya, transparansi BO di 

Indonesia masih menemui sejumlah hambatan, terutama mengenai pendefinisian BO dan 

koordinasi antar lembaga. 

 

 

 

http://katadata.co.id/infografik/2017/06/12/beneficial-ownership-buka-kedok-berlapis-pemilik-penambangan
http://katadata.co.id/infografik/2017/06/12/beneficial-ownership-buka-kedok-berlapis-pemilik-penambangan
file:///D:/Documents/Doni/2017/Dokumentasi Liputan Media 2017/New folder/Media Monitoring/Beneficial Ownership, Buka Kedok Berlapis Pemilik Penambangan - Katadata News_files/2017_06_12-10_52_00_0f5a789e03b12c1df829334bb71d3beb.jpg


58 
 

Pemerintah Yakin Bisa Cegah Potensi Pendapatan hilang 

Karena Punya EITI 
Breaking News Sri , Rabu, 24/05/17 12:00 WIB 

 

Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Gagasan Transparansi dalam Industri Ekstraktif 
(EITI). Peluncuran ini sebagai usaha pemerintah menegakkan prinsip transparansi pada bidang 
migas serta minerba. 

Peluncuran laporan ke-4 (th. pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari ke-2 bidang 
penopang ekonomi nasional ini dikerjakan di Ruangan Graha Sawala, Kompleks Kementerian 
Koordinator Bagian Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. 

" Dengan penerbitan Laporan EITI, diinginkan bisa mensupport transparansi penerimaan negara 
yang dibayarkan oleh perusahaan hingga menghindar terjadinya ketidaksinkronan pajak. Diluar 
itu, laporan ini dapat mendorong diskusi mengenai perbaikan kebijakan serta tingkatkan 
keyakinan beberapa pemangku kebutuhan, " kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang buka 
peluncuran laporan ini. 

Pelaporan ini searah dengan harapan pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menyatakan kalau 
bumi, air serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai negara serta dipakai sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandard internasional, EITI 
menolong wujudkan harapan itu. 

Indonesia, yang sudah menerbitkan empat laporan selama ini (2009-2014), yaitu negara dengan 
status compliance (taat) mulai sejak th. 2014, serta jadi negara Asia Tenggara pertama yang 
peroleh status itu. Standard internasional EITI sudah diaplikasikan di 51 negara yang kaya 
sumber daya migas serta minerba di semua dunia. 

Laporan tahunan EITI diisi info rekonsiliasi serta kontekstual atas pembayaran perusahaan serta 
penerimaan negara dari ke-2 bidang migas serta minerba. Satu terobosan baru dari laporan 
kesempatan ini yaitu prinsip Indonesia untuk mengungkap jati diri kepemilikan/ingindali 
sebenarnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO). 

Pemerintah Indonesia sudah menguraikan peta jalan diisi beberapa langkah apa yang bakal di 
ambil Pemerintah mulai th. 2017 ini sampai tenggat 2020 kelak. Jati diri yang perlu dipublikasi 
yaitu nama, bertempat, serta kewarganegaraan orang atau sekumpulan orang yang mengontrol 
perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan info BO ini menarik perhatian orang-orang 
sesudah tersingkapnya nama 1. 038 harus pajak asal Indonesia dalam 
masalah Panama Papers. 

" Kami mengharapkan transparansi Beneficial Ownership ini bisa dikerjakan hingga bisa 
menghindar hilangnya potensi pendapatan negara, praktek pencucian duit, serta monopoli 
terselubung, " kata Deputi Bagian Koordinasi Pengelolaan Daya, Sumber Daya Alam serta 
Lingkungan Hidup, Kemenko Bagian Perekonomian, Monty Girianna. 

Dalam usaha mencegah hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia ikut bertindak dalam 
proses Instruksi Presiden No. 10 Th. 2016 mengenai Tindakan Mencegah serta 
Pemberantasan Korupsi (PPK). Data dari laporan EITI bisa dipakai untuk perbaikan tata kelola 
pajak serta penerimaan negara. Proses tindakan PPK diawasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) 
yang dengan kewenangan terutama bisa mengevaluasi capaian Kementerian/Instansi pelaksana 
Tindakan PPK. 

http://breakingnews.co.id/author/sri
http://breakingnews.co.id/tag/industri/
http://breakingnews.co.id/tag/sekretaris/
http://breakingnews.co.id/tag/menko/
http://breakingnews.co.id/tag/asia/
http://breakingnews.co.id/tag/indonesia/
http://breakingnews.co.id/tag/indonesia/
http://breakingnews.co.id/tag/pemerintah/
http://breakingnews.co.id/tag/2017/
http://breakingnews.co.id/tag/2020/
http://breakingnews.co.id/tag/indonesia/
http://breakingnews.co.id/tag/panama/
http://breakingnews.co.id/tag/koordinasi/
http://breakingnews.co.id/tag/indonesia/
http://breakingnews.co.id/tag/presiden/
http://breakingnews.co.id/tag/korupsi/
http://breakingnews.co.id/tag/kantor/
http://breakingnews.co.id/tag/presiden/


59 
 

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk memudahkan akses 
serta pemahaman umum pada laporan EITI. Portal data ini diisi info kontekstual, penerimaan 
negara, dan alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya pada negara. 

" Portal data ini berdasar pada propinsi, perusahaan, th. penerimaan negara serta data ekonomi 
mikro serta makro sekalian lakukan analisa data untuk beragam kebutuhan, " kata Asisten 
Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. 
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Coal miners owe the Indonesian government 

hundreds of millions of dollars 
Activists argue the sectorôs actual economic contributions are not enough to balance 

out the social and environmental problems caused by coal mining. 

Aerial view of the PT Borneo Indobara coal mining operation in South Kalimantan, part of 

Indonesian Borneo. Image: Daniel Beltra/Greenpeace via Mongabay.com 

Mongabay.com  

Tuesday 16 May 2017 

Indonesia is now one of the worldôs largest exporters of coal, an industry that contributes 

around four percent of the countryôs gross domestic product mostly through exports to China 

and India. Despite its massive size, however, observers are concerned that the sectorôs actual 

contribution to the public treasury ð in the form of taxes and royalties ð is not nearly 

enough to balance out the social and environmental impacts of coal extraction. 

According to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, hundreds of millions 

of dollars in royalties and taxes owed to the government remain unpaid. The government 

often lacks key information it needs to collect the revenues owed to it, even down to the 

addresses of mining companiesô offices. 

The consequences of decentralisation  

Indonesiaôs decentralisation era, beginning in the early 2000s, saw a shift in control over 

extractive industries from central to regional governments. The most significant law for the 

mining sector was the 2009 Mining Law, which gave district and municipal governments the 

authority to issue permits for mid -sized mines. 

District governmentôs new authority to control permits did not come with an increase in 

budget or capacity to ensure that permits adhered to environmental laws. 

This, combined with a boom in global commodity prices, resulted in a subsequent explosion 

of mining permits across Indonesia, many of which have operated in violation o f permit 

laws. 


